1.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah secara komprehensif berdialektika dan berargumentasi dalam
menjawab rumusan masalah dan fokus utama penulisan ini disusun, ada
baiknya penulis memberikan kesimpulan sederhana tentang cara dan alur
berpikir penulis pada penulisan hukum ini. Metode Fast Track Legislation
yang penulis proposalkan dalam penulisan ini, dilatar belakangi oleh
seringkalinya penetapan PERPPU dilakukan di Indonesia, namun tidak dalam
kondisi yang semestinya, dan seringkali pula pembentukan Undang-Undang
di Indonesia dilakukan secara cepat, tanpa batasan, rasionalisasi, skenario,
dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian diperlukan
pembatasan dan metode yang dapat menjawab kedua masalah utama tersebut,

dengan mengedepankan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Metode Fast Track Legislation diproposalkan oleh penulis untuk
diterapkan di Indonesia sebagai model dan prosedur baru pembentukan
Undang-Undang, ditinjau dari beberapa konsep dan teori. Peninjauan
dilakukan dengan melihat Sistem Pemerintahan yang dikaitkan dengan
lembaga yang memiliki seperangkat kewenangan membentuk Undang-
Undang, tata cara pembentukan Undang-Undang di Indonesia sebagai sarana
untuk memahami dan dijadikan dasar analisis penulis dalam penempatan Fast
Track Legislation, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia sebagai dasar analisis dalam Prinsip Partisipasi Masyarakat yang
Bermakna serta perkembangannya dalam Putusan MK No0.91/PUU-
XVI11/2020, serta teori tentang Transplantasi Hukum sebagai tindak lanjut
metode penelitian penulis dalam penulisan ini, serta pisau analisis penulis

dalam melihat penerapan Fast Track Legislation di beberapa negara.

Penulis juga melihat bagaimana penerapan Fast Track Legislation di
Inggris dan Selandia Baru, yang memiliki penerapan cukup berbeda satu
sama lain, dan berpotensi untuk diadaptasi di Indonesia. Antara pembatasan

masa waktu perdebatan ditahap pembahasan, seperti yang berlaku di negara
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Inggris, dan peniadaan tahapan tertentu seperti yang berlaku di Selandia Baru.
Penulis memilih untuk mengadaptasikan kedua model penerapan tersebut di
Indonesia, dengan menggunakan DKT sebagai tahapan awal dilakukannya
Fast Track Legislation, dan pada tahapan pembahasannya, dilakukan

pembatasan masa pembicaraan pada Tingkat | dan Tingkat I1.

Turut melihat pada status quo yang ada, terkait metode yang mirip
dengan Fast Track Legislation itu sendiri, yakni PERPPU dan DKT. Namun,
kedudukan kedua hal tersebut tetaplah penulis pertahankan guna
mengoptimalkan tujuan dan fungsi dari diadakannya Fast Track Legislation
di Indonesia. Penulis juga menjelaskan model pengaturan yang cocok sebagai
sarana mengatur Fast Track Legislation di Indonesia, yakni melalui Undang-
Undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,
yang diusulkan oleh DPR sebagia pemegang mutlak Kekuasaan Pembentukan
Undang-Undang (vide Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945), dengan batasan
objek tertentu, prosedur, manfaat, dan resiko apabila Fast Track Legislation

diterapkan di Indonesia.

Tak luput dari pandangan dan fokus penulis, sebagai variabel yang juga
disebutkan dalam judul penulisan hukum ini, yakni prinsip Partisipasi
Masyarakat yang Bermakna. Prinsip ini turut dijamin dalam pelaksanaannya,
meskipun terdapat keterbatasan pada waktu pembentukannya, akibat terdapat
kondisi dan skenario tertentu yang membuat Fast Track Legislation ini
diterapkan. Penguatan pelaksanaan Prinsip Partisipasi Masyarakat yang
Bermakna ini dapat dilakukan pada tahap Penyusunan, Pembahasan,
Pengesahan, hinggga Pengundangan. Dengan menjamin terpenuhinya hak
masyarakat untuk didengar pendapatnya (rights to be heard),
dipertimbangkan pendapatnya (rights to be considered), dan hak untuk
mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to
be explained).
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2.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada para pihak yang
tersebut dalam penulisan hukum ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban
penulis dalam mengeksaminasi dan mengkritisi hukum yang berlaku,

khususnya tentang Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, antara lain:

1) Agar penggunaan kewenangan Presiden dalam menetapkan
PERPPU sebagai kewenangan konstitusional Presiden, dapat
dilaksanakan dan diemban dengan sebaik-baiknya, dengan penuh
tanggung jawab, dan dengan penuh rasionalitas. PERPPU sebagai
sarana menjawab hal ihwal kegentingan yang memaksa, perlu
ditambahkan kriteria pembatasan subjektivitasnya, dengan
keadaan dimana DPR dan Presiden tidak dapat bersidang bersama,
maka kewenangan Presiden dalam menetapkan PERPPU, barulah
aktif dan dapat dilaksanakan, dengan penuh kesadaran dan
tanggung jawab;

2) Penggunaan metode Fast Track Legislation sebagai sebuah sarana
pembentukan Undang-Undang dengan cara cepat di Indonesia,
apabila nantinya dilakukan pengadaptasian, haruslah diatur
secara rigid. Dengan tujuan untuk mengurangi penyalah-gunaan
kekuasaan pembentuk Undang-Undang, agar tidak dijadikan
justifikasi pembentukan Undang-Undang dengan cara cepat guna
mengakomodasi kepentingan politik tertentu;

3) Negara perlu melaksanakan kewajibannya dalam melibatkan
masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak dan
berkepentingan untuk dapat menyampaikan aspirasi dan
pendapatnya dalam proses pembentukan Undang-Undang baik
yang dilakukan secara Fast Track Legislation maupun yang
dilakukan dengan cara normal, agar prinsip Partisipasi Masyarakat
yang Bermakna tidak hanya menjadi sebuah konsep belaka;

4) Negara khususnya pembentuk Undang-Undang harus memaknai
pembentukan Undang-Undang sebagai sarana pengaturan

hajat hidup orang banyak, yang berdampak pada setiap orang
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dan setiap warga negara Indonesia. Oleh karenanya pembentukan
Undang-Undang haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab, yang dapat memecahkan masalah hukum yang ada,
memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hukum, dan
memberikan perlindungan secara kolektif pada setiap orang;

5) Negara khususnya pembentuk Undang-Undang perlu melihat
masyarakat sebagai rekan (partner) dalam  proses
pembentukan Undang-Undang di Indonesia, agar produk
legislasi yang ada dapat secara tepat sasaran menjawab
permasalahan yang ada. Pembentuk Undang-Undang harus pula
memaknai bahwa proses penerapan prinsip Partisipasi Masyarakat
yang bermakna itu bukanlah aturan tertulis formal saja, tetapi
berlaku sebagai tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya
yang berdaulat.
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